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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya
guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapal tujuan dan sasaran yvang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapar akuntabilitas
instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Onolalu selaku unsur
pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta
fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah
yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
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Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Onolalu diwajibkan
untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja I[nstansi
Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Onolalu Tahun 2024
vang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi
pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang

telah ditetapkan.

Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah
Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu
terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan funugsi Camat
telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai
penyeclenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Onolalu merupakan salah satu wilayah kecamatan dari
35 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas
wilayah seluas 25,37 Km? yang secara administratif dibatasi :

» Bagian Selatan : Kecamatan Telukdalam

e Bagian Utara : Kecamatan Mazino
e Bagian Barat : Kecamatan Fanayama
¢ Bagian Timur : Kecamatan Toma

Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016

tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan

Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan
2
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pemerintahan  umum, mengkoordinasikan  kegiatan pemberdayaan
masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan
Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana
dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat
kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada
di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi:
e Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
e Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
e Mengkoordinasikan  penerapan  dan penegakan  peraturan
perundang-undangan
e Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
« Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
e Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
e Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan
e Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Sckretaris
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:
- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja sekretanat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.
1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan perencanan, keuangan dan evaluasi.
Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan
keuangan mempunyai fungsi:
- Menyiapkan bahan perumusan kebjakan teknis urusan
keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan
penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan
program,
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana
kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan
Lakip Kecamatan;

- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;




- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana
kerja sub bagian keuangan; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan
umum dan kepegawaian;

- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan,
kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan
rumah tangga;

- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai,
pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban
pegawal, pembinaan pegawaian serta tata usaha
kepegawaian;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana
kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan

melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas,

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan,;




- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa
dan Perangkat Desa dan/atau Lurah;

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;

- Melaporkan penyelenggaran kegiatan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan
melaksanakan  koordinasi, pembinaan dan pengembangan
perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam
fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan
kecamatan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan
unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunvai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan

oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
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- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
di kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal d
wilayahnya,

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;

- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa sesuai dengan perundang-undangan;

- Melapporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan
desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan

-  Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan camat.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum e

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyal tugas

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan

melaksanakan  koordinasi dan pembinaan  penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Umum mempunyai fungsi:

. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
di wilayah kecamatan;

- Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan,

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan
perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia;
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- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan,;

- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan

koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai

fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan
program kecamatan;

- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;

- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan
kependudukan, kebersihan dan pelayanan per_izinan 5

- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan
perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalahnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan

koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Kcsejnhiuramn Sosial

mempunyai fungsi :



- Menvusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan
program kecamatan;

- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing,

- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;

- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan
bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan
perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan;

- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan
bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan
perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan;

- Menginventarisasi permasalahan - permasalahan  yang
berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan
kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga,
kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapaun struktur organisasi kecamatan Onolalu sesuai dengan

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat

pada gambar berikut:



Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT ONOLALU

CAMAT

DARNIS HARITA, ST, MA
NIP. 19800525 201001 1 024

LAKIP K ECAIMATAN DML

SEKCAM

FALUKHATA ZEBUA, A Md
NIP. 19690421 200502 1 001

_

Pit. KASUBBAG PER. & KEU

PIit. KASUBBAG UMUM & KEP.

SAMAIGI SARUMAHA
NIP. 19791215 200906 1 002

SIKIA ZEBUA
NIP. 19661122 198909 1 002

| KASITATA PEMERINTAHAN

KASIPMD

KASI TRANTIB

KASI PELAYANAN UMUM

KASI KESSOS

ARIUS HAREFA, S.Pd
NIP. 19850228 201001 1 031

SAVERIUS LAIA, S.Pd
NIP. 19850604 201410 1 002

ALBERTUS LAIA, S.Pd
NIP. 19820105 201410 1 001

WIRA PUTRA DUHA, AMK
NIP. 19880223 201101 1 003

AFE ELEINA LAIA, S.Pd
NIP. 19860124 201001 2 018

[ JABATAN PELAKSANA

JABATAN PELAKSANA

JABATAN PELAKSANA

JABATAN PELAKSANA

ﬁ ELVIS WAU
| NIP. 19790221 200611 1 001

ADIRU HARITA
NIP. 19720611 200906 1 006

SITUASI LAIA
NIP. 19850819 201001 1 022

FRANSISKA A. GAURIFA, A.Md
NIP. 19890803 201704 2 004
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D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Onolalu dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatil dalam
menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan
isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh
masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebin
tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang
matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan

tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi,
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good
governance and clean governance sehingga akan berdampak pada
kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah
pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan
permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara

umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat

SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

[su-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan
dalam Renstra Kecamatan Onolalu yang mencakup strategi kebijakan
program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Onolalu sebagai berikut :

]. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

efisien dan transparan

1"



E.
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Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan
tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas

Meningkatkan  komitmen  Aparatur dalam  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang
sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan

strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Landasan Hukum
LAKIP Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini

disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

¥.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12



Q.

10.

11.

12.

Peraturan Mentert Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2024
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor
01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dan

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias
Selatan Tahun Anggaran 2024.

. Sistematika Penyusunan LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah :
Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu

strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun

2024

Bab III  Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran Kkinerja, evaluasi kinerja, analisis

sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang
dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan
untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang
akuntabel.

Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk
selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang,.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima)
tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.
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Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten

Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Tujuan Sasaran
. Menciptakan pemerintahan yang e prmeriniaan yang
efektif, efisien, transparan, jujur

bersih, mandiri dan transparan

dan bertanggungjawab

. Menciptakan pemerintahan yang

Mewujudkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik

. Menciptakan situasi kehidupan
yang nyaman bagi kehidupan
masyarakat

berorientasi pada pelayanan Terlayaninya kepentingan
masyarakat oleh aparatur
pemerintah
Meningkatkan infrastruktur
. Meningkatkan pembangunan di pzzzgglman di wilsyah
kawasan perdesaan yang My at = T wilavah
selaras dan bersinergi dengan CRImEARMyd  QHALS CON WOEY
: . | perdesaan ke wilayah kecamatan
kawasan lain melalui
dan kecamatan ke  Ibukota
pembangunan yang | .
: abupaten
berkelanjutan : =
Tersedianya fasilitas pelayanan
dasar / umum
. ; : . Terciptanya suasana aman dan
. Menciptakan sifuas! el pan kondisi yang kondusif di tengah
yang aman bagi masyarakat masyarakat
Meningkatnya kapasitas dan

kualitas mitigasi dan pengelolaan
dampak dari bencana alam

Terciptanya lingkungan
pemukiman yang nyaman

Terjaganya Kkelestarian lingkungan
dan terkendalinya perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup

Terciptanya lingkungan
pemukiman yang nyaman dan
pengelolaan lingkungan hidup yang
lebih baik

infrastruktur dasar
(listrik dan air bersih)

Tersedianya
kehidupan
yang cukup

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran

ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument
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pengukuran.  Jumlah

indikator kinerja mencerminkan
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pencapaian

sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias

Selatan adalah sebanyak 12

(duabelas)

indikaltor.

masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan

Indikator pada

Sasaran

Indikator Kinerja

Mewujudkan pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, jujur
dan bertanggungjawab

Jumlah Laporan Tahunan Kinerja
dan Keuangan

Cakupan layanan administrasi
yang tertangani

Mewujudkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik

Persentase Fasilitasi Penggunaan
Dana Desa oleh Kecamatan

kecamatan dan kecamatan ke
Ibukota Kabupaten

Tersedianya fasilitas pelayanan

dasar / umum

Terlayaninya kepentingdn Dokumen Usulan Musrenbang
masyarakat oleh aparatur

. Kecamatan
pemerintah
Meningkatkan infrastruktur | Persentase desa yang
pembangunan di wilayah | memanfaatkan dana desa untuk
perdesaan infrastruktur
Meningkatnya akses  dari
wilayah perdesaan ke wilayah

Jumlah Desa yang dapat dilalui
kendaraan roda 4 dalam kondisi
baik

Terciptanya suasana aman dan

Terbentuknya satuan keamanan
lingkungan di desa

 pemukiman yang nyaman dan

kondisi yang kondusif di tengah | Jumlah  forum keagamaan /

masyarakat budaya yang difasilitasi oleh
kecamatan

Meningkatnya  kapasitas dan

kualitas mitigasi dan

pengelolaan dampak dari

bencana alam

Terciptanya lingkungan | Menurunnya Jumlah Desa

pemukiman yang nyaman Rawan Banjir

Terjaganya kelestarian

lingkungan dan terkendalinya

perusakan dan  pencemaran

lingkungan hidup

Terciptanya lingkungan | Menurunnya Jumlah Desa

Rawan Longsor
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pengelolaan  lingkungan hidupT

| yang lebih baik ] . - ;
Meningkatnya Jumlah Desa
Yang teraliri Listrik o ]
Meningkatnya Jumlah desa yang |
terfasilitasi air bersih

Tersedianya infrastruktur dasar
kehidupan (hstrik dan air
bersih) yang cukup

—

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin
dicapai oleh Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan secara
memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran vang
optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan
tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan
kemampuan, dengan demikian Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan sedang merencanakan Kkeberhasilan bukan merencanakan
kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-

2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

17



_ IMNASEIUT yelepm uep Sasye _wmh.whwﬂ.ﬁun u..r__Mm
| 7 sjnaun el{mexduruapy oevsspied ||
ezl 0sT 0sz | Si1 - |uswnsoq | ®SIp euepu uwesapad qeAERA wosemey tp| ©
f EY1PRjURLIaW 1p ueunduequiad Gn::.mcdn_Eu.n_
| dued esap inpnasesul
,f aseuasiag eI Esuluap uenENBUTuIN
_ _ UBIEWEI9) ymauuawiad
| Buequaisnpy imesede
¥oqg 1 oa 1 | ¥od 1 | ¥ed ! | o4 T | ¥od 1 (udwmioq weins) ysjo  edereksew
uauin{o uedunuaday
" _ ﬁﬂmﬁnq”_uum eAutueAR[Ia] :mcdhﬂum
% yajo angnd ops
; ) N . 3 esag  eueQg wreuelead depeysa ISEIUaLI013q
2001 %001 %001 | %001 | %001 se1UasIag ueeunSsuag 1eRIBASEW Buelk u
i 1SelIse uesenday eyeluLawad
_ 3SBIUISIA] ueHpninmsy ueeidusp %z
i | TuedueLial
_, 5 Suel
%001 %001 . %001 %001 %001 SBlUasIag umdbwﬂﬂwmwm_ DN.&MEG%EUQ
7 E,Esx.mu uep weredsuer)
TegTenay anfnl ‘ueredsuen uep upuaw
uep  eluny ‘UISYS ‘yis1aq
¢l e1 | er ST p1 |uewmoQ weunyey ‘JR2ye ued Suel u
- _ uesode ueyeuuawad eyejuuswad
_. qeruny uexpnmmap uexeyddud
fer) (or) | () (2) (9) (s) (%) (€) () (1)
ensusy | 9Z0Z STOZ | $ZOT | £20T | ZTOZ [BX3ISUaN N
ngyy _ - [eay | uenjeg 103exTPU] ueleseg aenfng OoN
ISTpuoy unye] eped elzaury 323re] 1STpuoy :

0zZ0zZ-1z0z unye] uele[ag seiN uajedngey]
nrejou(Q Uelgweddy] ueuele[dd YeBUaUusy exdue uereseg uep uenlng,
g€'¢c1°qeL

TING r LI A




7"

_ inyyniisesjur 1B5BIeASEW |
_ jniun ueesapad qeAe[m uednpryay |
B esap ®euep u|1p veunSuequad I s 1
0ot | OOt 0ot 00l oot oot seluasiad | BilBRjUBWLIW NP NNSEIUT wewrziu  Bued
= uednprysy
[ Suel BS2D eAmeNsuTuay wenas |
_ | asejuasiag ueserdious gy
_ | sewul] jeyeredsew _
_ | uenjes jexeIRisEW Seq |
o1 z z z zZ z uejersay ueeuiquad | yeSuayp isnpuoy | ueure  3ueA |
j [ ueleiday | euesens eludiois] uednpryay |
_ yejmnpe ISeruis |
7 _ vexeidouapy
m wnwn / resep ,
3req 1STpUoy ueuelead sese) uenfueayiaq |
ure[ep ¢ epol eiueipasia] ‘¢ Suex
_ UBBIEDUN uaredngey =103Nq] uweunduequiad |
_ mgerp 3 uBIEWEDS) Uep mrepPpw
yedep Fuel UB1BUIesay yedejusn ure| UESEMEY
_ BS2Qg epunp g, a3y ueesapiad ueluap

T I VDI INYL W T3P AP



LAKIE KECAMATAN OMNEE_AL A

C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun
2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2024 beserta perubahannya. Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2024
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Satuan |Target
Persentase tingkat
kehadiran PNS lingkup % 100
; .. | kecamatan
Meningkatnya Kinerja T=—1Tah dok
1 | Pelayanan Aparatur uprial coRumon
Kcamatan perencanaan dan
pelaporan kinerja Dokumen 29
tahunan yang
berkualitas baik
.. |Jumlah P i ;
Meningkatnya Kinerja Pl:rna;l kafr};f;:;aan Kegiatan 10
Pemerintahan Desa &
9 dan Tata Kelola Jumlah Kegiatan
Keuangan Desa Yang | Pelaksanaan
Transparan dan Musyawarah Desa Kegiatan 10
Akuntabel tentang RPJMDes,
- RKPDes, dan APBDes S |
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Meningkatnya Tertib
Administrasi

Jumlah Kelancaran

ADD pada
Pembangunan Desa

pembangunan di desa
yang terealisasi

Kependudukan dan pelayanan administrasi Laporan 60

N e Kependudukan

Pelayanan Perizinan

Meningkatnya

Keamanan, ketertiban Failal Ponibi

dan kenyamanan N LEEIINARE Kegiatan 10
Linmas

masyarakat yang

dinamis dan kondusif

Meningkatnya Jumlah Usulan

partisipasi masyarakat | Musrenbangdes Usulan 9

dalam pelaksanaan Jumlah Usulan dalam Ustilan 95

Musrenbang Musrenbangcam

Meningkatnya Jumlah Kegiatan

Penyerapan dana DD / | Monitoring Kegiatan 10

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2024, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Onolalu Kabupaten

Nias Selatan terdiri dari 6 (enam) item sasaran strategis dengan

indikator yang diperjanjikan sebanyak 9 (sembilan) indikator yang

berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh

Anggaran Belanja Langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 327.600.000,-

(Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diuraikan

pada tabel berikut :
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Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

Jumlah
Program Pagu
Yang Terkait Anggaran
No Sasaran Strategis Lagugsung Tahfg 2024
Dengan (Rp)
Sasaran
(1) e (2) (3) (4)
eningkatnya Kinerja
! Pelayanan Aparatur ‘;(ecamatan £ £7051:0,700
Meningkatnya Kinerja
Pemerintahan Desa dan Tata
2 Kelola Keuangan Desa Yang 2 9:085, 900
Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya Tertib
3 | Administrasi Kependudukan dan 1 9.000.000
Pelayanan Perizinan
Meningkatnya Keamanan,
4 ketertiban dan kenyama_nan { 15.884.750
masyarakat yang dinamis dan
kondusif
Meningkatnya partisipasi
5 | masyarakat dalam pelaksanaan 2 8.871.050
Musrenbang
Meningkatnya Penyerapan dana
6 |DD/ ADD pada Pembangunan 1 17.708.100
Desa
Jumlah 327.600.000
Sumber data: DPA ABPD Kecamatan Onolalu 2024
Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran Perubahan
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024
Jumlah ]
Program Pagu
No Sasaran Strategis Yai’l:gn::::;“ T:;Sia;3!214
Dengan (Rp)
Sasaran
(1) - Il<2) (3) (4)
Meningkatnya Kinerja
; Pelayanan Aparatur Kecamatan 2 300.530.7.00
Meningkatnya Kinerja
Pemerintahan Desa dan Tata
2 2 6.005.400

Kelola Keuangan Desa Yang
Transparan dan Akuntabel

22



LAKN KEECAMAT AN GMNOGE AL L

Meningkatnya Tertib
Administrasi Kependudukan dan
Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Keamanan,
ketertiban dan kenyamanan
masyarakat yang dinamis dan
kondusif

I 3.600.000

1 15.884.750

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang

2 8.871.050

Meningkatnya Penyerapan dana
DD / ADD pada Pembangunan
Desa

] 17.708.100

Jumlah

352.600.000,-

Sumber data: DPA P-ABPD Kecamatan Onolalu 2024
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi
kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kkinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja
Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesual dengan prograr'n, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar wuntuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuruan dimaksud merupakan

hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada
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kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indokator masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab
sebelumnya.  Penilaian  tersebut  tidak terlepas  dari  proses vyang
merupakan  kegiatan  mengolah  masukan menjadi  keluaran  atau
penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus
dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja,
dan cara pengumpulan kinerja.
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian,
pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat  tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan
berfungsi. Disamping itu, indikator kinerja digunakan untuk
meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa
indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan
atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu
instansi/unit  kerja pelaksananya. Dengan indikator Kinenja,
organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan
dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang,
Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian Kinerja
kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian
kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-
25



masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat
capaian Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana
dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pancapaian
sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan
sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan
tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja
tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang
ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat
berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau
dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan
akuntabilitas instansi pemerintah setidak-tidaknya menggunakan

kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data
kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang
bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang
bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat
berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan
konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem
pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem
informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem
informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang
dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan
secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara
reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas

data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas
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kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk
indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator
masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk
mengukur kehematan, cfektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian
sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator
manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya
suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-
tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan
tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator
kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat
melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil
yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak
kebijakan instansi terhadap masyarakat.
3. Cara Pengukuran Kinerja
Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat
digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang
melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu
memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila
kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat
digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa
cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini
adalah sebagai berikut :
a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya.
c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam rencana strategis.

d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis
Secara umum Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
27



telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang
diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (Empat)
sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator
kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Onolalu

Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No ' | Reali- | Tingkat
' Indikator Kinerja | Satuan Target casi Capilau
) (2) . (3) T @ [ (51 [ (s
Persentase tingkat {
1 | kehadiran PNS lingkup Persen ‘ 100 | 95 95%
| kecamatan

Jumlah dokumen | \

perencanaan dan pelaporan | N
kinerja tahunan yang Dokumen | 29 27 96%

berkualitas baik

Jumlah Pembinaan : ) ‘ |
| Ke t 10 8 BO%

Perangkat Desa spiotan | 2

Jumlah Kegiatan | ‘
Pelaksanaan Musyawarah l ; \
1 K 1 1 %
Desa tentang RPJMDes, cglatan ! ¢ 160
'RKPDes. dan APBDes '

Jumlah Kelancaran ,
pelayanan administrasi Dokumen | 60 45 75%
Kependudukan J |

w

6 Jumlah Pembinaan Linmas | Kegiatan | 10 | 10 100%

=~

Jumlah Lisulan Usulan 35 | 30 86%
' Musrenbangdes !

Jumlah Usulan dalam

Usulan 25 | 10 40%
Musrenbangcam > | 0

Jumlah Kegiatan f |
9 | Monitoring pembangunan | Kegiatan 10 10 100%
di desa vang terealisasi |

Sumber data : diolah
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Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 pada dasarnya
hampir tercapai secara menyeluruh. Tingkat capaian tersebut dapat
dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Onolalu Tahun 2024
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Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis dari masing-

masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
» SASARAN STRATEGIS 1

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Jujur
dan Bertanggungjawab”
Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Jujur dan Bertanggungjawab
iasi Qutput/
Indikator Target | Realisasi | Tinglkat | =% Target
N B 8 g g
° Kinerja Gatnan 2024 2024 Capaian 1;;2“; Renstra Ontooms
Jumlah ]
dokumen RKADPA,
perencanaan ERf;nJa ‘
dan pelaporan s
1 : Dolkumen 29 28 96% 9 10 Renja, LAKIP,
kigixja PD, LKP.
tahunan yang L‘FL : J
berkualitas e
baik Keuangan
Jumlah usul Dokumen
rencana Jumlah = Usulan
% pembangunan Usul ] g 207% 2 %0 rencana
1 kecamatan pembangunan
Jumlah Rapat
kegiatan . pembinaan
3 pembingan Kegiatan 2 2 100% 2 2 Perangkat
perangkat desa Desa
Jumlah
kegiatan
fasilitasi
pelaksanaan Fasilitasi
4 | musyawarah | Kegatan 100 100 100% 10 10 Musyawarah
desa dalam Desa
penyusunan
RPJMdes
dan APBDes

Sasaran strategis Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif,
Efisien, Jujur dan Bertanggungjawab terdiri dari 4 (empat)
indikator yaitu:
1. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan
yang berkualitas baik.
Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan.
Jumlah kegiatan pembinaan perangkat desa.
Jumlah kegatan fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam

penyusunan RPJMDes dan APBDes.

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran

strategis 1 tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut:
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Gambar 3.2
iraflik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dan
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu serta Target

Renstra
35
30
25
20
15
10
B ® Realisasi 2021
0 ) P ] _ m Realisasi 2020
Jumlah dokumen Jumlah usul  Jumlah Kegiatan Jumlah kegiatan Target Renstra
pelaporan Rencana Pemnbinaan fasilitasi
kinerja tahunan Pemabngunan di Perangkat Desa  pelaksanaan
yg berkualitas Kecamatan musyawarah
baik desa dim
penyusunan
RPJMDes dan
APBDes

Dari gambar grafik capaian indikator kinerja dapat dijelaskan bahwa:

a.

Indikator 1 : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja tahunan yang berkualitas baik
Dari gambar grafik capaian indikator di atas dapat dijelaskan
bahwa capaian indikator kinerja pertama dapat terealisasi
sebanyak 28 dokumen dari target 29 dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja tahunan yang berkualitas baik. atau dengan
tingkat capaian 96%. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya capaian indikator kinerja tersebut mengalami
peningkatan dari 27 dokumen tahun 2023 dapat tercapai
sebanyak 28 dokumen tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan
dengan target Renstra, capaian indikator tersebut belum
memenuhi target. Dari target 10 dokumen dalam Renstra yang
terealisasi hanya 9 dokumen. Artinya capaian indikator kinerja
tersebut belum memenuhi target Renstra.
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Onolalu Tahun
2024
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

- Dokumen DPA Kecamatan Onolalu
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- Dokumen Evaluasi Renja Tahun 2024

- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Dokumen LKPJ Kecamatan Onolalu

- Dokumen laporan keuangan Kecamatan Onolalu

Indikator 2 : Jumlah usul rencana pembangunan di kecamatan
Capaian indikator kinerja 2 tentang jumlah usul rencana
pembangunan di kecamatan Onolalu dapat terealisasi sebanyak 2
usul dari target 10 usul rencana pembangunan di kecamatan
dengan tingkat capaian 20% atau kurang dari target.
Dibandingkan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja
tersebut mengalami penurunan dari total 10 jumlah usul.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian
indikator kinerja tersebut belum memenuhi target dari jumlah
25 usul rencana pembangunan atau dengan kata lain belum
memenuhi target renstra.

Adapun usulan rencana pembangunan di Kecamatan Onolalu
adalah:

1. Rehab Jalan dari Hilionaha menuju daro-daro

2. Pembangunan kantor Camat Onolalu

Indikator kinerja 3 : Jumlah Kegiatan pembinaan perangkat Desa
Capaian indikator kinerja 3 dari target 2 kegiatan dapat
terealisasi sebanyak 2 kegiatan pembinaan perangkat desa
selama tahun 2024, atau dengan tingkat capaian 100% atau
sesuai dengan target. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, indikator kinerja tersebut tidak mengalami
perubahan, dimana pembinaan perangkat desa pada tahun 2023
dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut berupa pemberian pelatihan kepada
perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.
Indikator Kinerja 4 : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan
musyawarah desa dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes.
Capaian indikator kinerja 4, sesuai dengan gambar grafik di atas,

dapat disimpulkan bahwa dari target 2 kegiatan pelaksanaan
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fasilitasi musyawarah desa, dapat terealisas) dengan capaian

100% atau 2 kegiatan fasilitasi musyawarah desa  dalam

penyusunan RPUMDes dan APBDes.

» SASARAN STRATEGIS 2
“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”

Tabel 3.4
Analis Capaian Sasaran Strategis 2
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

[
No | mdtkator | o | Target | Reatisast | Tingkat | AN | Targer | i bald
Kinerja 2024 2024 Capulan 2023 Renstra
Jumlah . o ' _ H KE |
dokumen ‘ {,: K ,': ‘
administras :{a-l-u- 1ren
1 | kependudulan | Doleumen | 250 242 G6% 240 250 :\;"_d -

yang Nikah, Surat |
tertangani nndah
Lepat waldu [ _ _ — i

Sasaran strategis Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu jumlah kelancaran
pelayanan administrasi kependudukan.

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, indikator “Jumlah
dokumen administrasi kependudukan yang tertangani tepat waktu”
dapat terealisasi schanyak 244 laporan dari target 250 laporan
pelayanan administrasi kependudukan dengan tingkat capaian 96%.
Jenis laporan dari pelayanan administrasi kependudukan dimaksud

terdiri dari:
178 Dokumen pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

®

39 Dokumen pengurusan Kartu Keluarga

o

c. 11 Dokumen pengurusan akta kelahiran

d. 12 Dokumen Pengurusan Akta Nikah

e. 4 Dokumen pengurusan surat pindah penduduk

Jika dibandingkan dengan target dalam rencana strategis, capaian
tersebut belum memenuhi target yaitu 250 dokumen. Atau tingkat

capaiannya hanya 96%.
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» SASARAN STRATEGIS 3

“Terciptanya Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat”

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Terciptanya Suasana Kondusif di Tengah Masyarakat

Indikator Target | Realisasi | Tingkat Realiasl | 4, 00¢ Output/

Ko Kinerja Satuan 2024 2024 Capelan 1‘;;12? Rerigtra Outcome
Jumlah Bimbingan
kegatan dan |

1 pembinaan Kematan 2 2 100% 2 2 pelatihan
:mman di tingkat ’
inmas

desa [

Dari tabel analisis capaian sasaran strategis di atas, dapat
disimpulkan bahwa capaian indikator pembinaan linmas lingkup
Kecamatan Onolalu sudah memenuhi target. Dari 2 kegiatan
pembinaan linmas yang direncanakan, dapat terealisasi 2 kegiatan
atau dengan tingkat capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, capaian indikator kinerja tersebut juga dapat terealisasi
sebanyak 2 kegiatan pembinaan satuan linmas di Kecamatan
Onolalu yaitu Linmas Desa Hilimondregeraya dan Linmas di Desa
Hilinamozaua raya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target

Renstra, capaian indikator tersebut juga memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS 4

Infrastruktur Di

Pembangunan Wilayah

“Meningkatnya
Pedesaan”

Tabel 3.6
Analisis Capaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan

Indikator Target | Realisasi | Tingkat l,‘;:;i:;l Target g::g:g
No | Kinerja Satuan | 2024 | 2024 | Capalan | oo | Renstra e
o P tase Bangunan
ersenli s+ ;
desa yang Fliﬂk (:lt.ll
| | memanfaatkan | oo oonase | 100 90 90% | 100 100 selury
dana desa desa ge-
i r}m )"truktm Kecamatan
l niras OnOlalu
| G-
Dari tabel analisis capaian indikator kinerja di atas, dapat

disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur di
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seluruh desa se kecamatan Onolalu direaliasikan 90%. Hal ini
diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi dana desa yang
dilaksanakan oleh aparatur kecamatan selama tahun anggaran
2024. Dari data laporan yang diterima bahwa anggaran dana desa
yvang dialokasikan untuk infrastruktur tidak terealisasi seluruhnya
seperti  Desa Hilinamozaua dialokasikan untuk membangun
semenisasi halaman rumah warga, Hilinamozaua Raya membangun
Bronjong dibelakang rumah warga. Desa Hilialitosaua membangun
semenisasi halaman rumah warga, Hilimondregeraya, Hilikara dan
Hilisanekhehosi melakukan kerjasama untuk pengerasan jalan baru
dan semenisasi halaman rumah warga. Demikian juga Desa
Hilifarono dan Hilifalago Raya yaitu melakukan semenisasi halaman
rumah warga dan Hilionaha melakukan pengadaan sarana air bersih
sedangkan Desa Hilifalago tidak ada pembangunan fisik karena
semua anggaran dana desa sudah dialihkan pada Bantuan Langsung
Tunai (BLT).

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target
kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp.
352.600.000,- (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 351.758.666,- (Tiga ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam
puluh enam rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,76%.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi
anggaran adalah Silpa Rp. 841.334,- (Delapan ratus empat puluh satu
ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias

Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2024

i Sa::::" P ?;;m Anm”(:lp) Anggfri:: Rp) |
U | Strategin 3 300.530.700 | 299.742.466 788.234 | 99,73
2 g?;i?sz 6.005.400 5.982.200 23.200 | 99,61
3 2333’;353 3.600.000 3.600.000 0| 100
4 gff;?m 15.884.750 | 15.884.700 50 | 99,99
5 gzsﬁ?ss 8.871.050 8.841.800 20.250 | 99,67
6 _'E_ZZZ‘L?S_@_*_ 17.708.100 |  17.707.500 600 | 99,99

Jumlah . 352.600.000 351.758.666 841.334 | 99,76

Sumber data: Sub Bagian Perencanan dan Keuangan Kecamatan Onolalu

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk

pencapaian misi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada

tahun 2024 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 99,76%
dan silpa sebesar Rp. 841.334 atau 0,29 %.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun
2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini
menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias
Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa
kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan
menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan)
indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2024. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun
2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator dengan rata-rata tingkat
capaian mencapai 99,73% atau belum memenuhi target.

2. Sasaran strategis 2 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian rata-
rata capaian 99,61% atau memenuhi target.

3. Sasaran strategis 3 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100%
atau belum memenubhi target.

4. Sasaran strategis 4 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian
99,99% atau memenuhi target.

5. Sasaran strategis 5 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian

99 ,67% atau memenuhi target
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6. Sasaran strategis 6 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian

99,99% atau memenuhi target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 (enam)
sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 99%
dan atau lebih yang tergolong dalam interprestasi sesuai target. Dalam
tahun anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan
Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 namun belum
terakomodir penambahan anggaran dan hanya pergeseran beberapa item
kegiatan dengan selalu mempedomani mata anggaran yang sudah

ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra
Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan
Perjanjian Kinerja Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator
yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan
ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan
dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk

memperbaiki.

Onolalu, Januari 2025

at Onolalu,

5 HARITA, ST.,MA
EMBINA
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